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Fauziah Rachmawati, S301602003, Perlindungan Hukum Terhadap 
Pengguna Jasa Tukang Gigi Pada Praktik Tukang Gigi.  
Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
     Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui regulasi tentang praktik 
tukang gigi yang memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa tukang gigi 
dan untuk mengetahui regulasi tentang perlindungan hukum terhadap pengguna 
jasa tukang gigi pada praktik tukang gigi. 
     Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian 
eksploratif. Pendekatan penelitian dengan pendekatan undang-undang (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis data 
menggunakan data sekunder berupa bahan pustaka. Sumber data berupa bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik 
pengumpulan bahan hukum berupa studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum 
menggunakan metode deduktif. Teknik analisis menggunakan teknik analisis 
pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach). 
     Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa regulasi tentang praktik tukang 
gigi berupa Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, 
Perizinan dan Pekerjaan Tukang Gigi yang dikeluarkan berdasarkan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 yang merupakan putusan Judicial 
Review atas Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 78 UU Praktik Kedokteran terhadap Pasal 
27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 belum sepenuhnya memberikan 
kepastian hukum bagi pengguna jasa tukang gigi karena masih terdapat peraturan 
yang belum jelas seperti dalam hal pengawasan terhadap praktik tukang gigi dan 
perlindungan hukum terhadap pengguna jasa tukang gigi. Peraturan yang lebih 
jelas sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum. Perlindungan 
hukum terhadap pengguna jasa tukang gigi pada praktik tukang gigi yang belum 
diatur dalam Permenkes dapat menggunakan ketentuan hukum yang bersifat 
umum.  
 
















Fauziah Rachmawati, S301602003, Legal Protection against Users of Dental 
Services on Dental Practice. 
Thesis: Master of Law Studies Program. Faculty of Law. Sebelas Maret 
University of Surakarta, 2017. 
 
 This legal research aims to know the regulation of illegal dental practician in 
health service and legal protection to dentist service user on illegal dental 
practician.  
 This research is a normative legal research that is explorative research with 
statute and conceptual approach. The sources of data are in the form of primary 
legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal material. To gain 
the data, it uses secondary data in the form of library material. The techniques of 
collecting legal materials is in the form of literature study, while the techniques of 
analysis of legal materials use deductive method. The analytical technique also 
employs statistical approach, analysis techniques, and conceptual approaches. 
     Based on this research, it is found that the regulation of illegal dental 
practician in health service is in the form of Permenkes No. 39 of 2014 on 
Guidance, Supervision, Licensing and Dental Works issued under the Decision of 
the Constitutional Court Number 40/PUU-X/2012 which is a Judicial Review 
ruling on Article 73 pParagraph (2) and Article 78 of the Medical Practice Law 
against Article 27 Paragraph (2) and Article 28D Paragraph (1) of the 1945 
Constitution. However, in this Permenkes, it is still ambiginious about illegal 
dental practician’s rule and policy, therefore it was needed to get the better and 
comprehensible illegal dental practician’s rule and policy. As well as legal 
protection against illegal dental practician service users on dental practice is not 
regulated in the Permenkes yet. Therefore, the legal protection of the dental 
service user can use general legal provisions. 
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